BAB IV

ANALISISFATWA HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR

A. Analisis Fatwa NU tentang Hukuman M ati bagi Koruptor

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasatr4 ordinary crimg
Korupsi tidak saja merugikan keuangan dan perek@aomegara, tetapi juga
menghambat laju pertumbuhan nasional. Para tokanamdang penting untuk
mengambil hukum dengan cara luar biasa untuk memahgsus korupsi. Salah
satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah peogent Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui serangkaianetpd&iebijakan Undang-
Undang nomor 30 tahun 2002. KPK diberi amanat untuklakukan
pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi seeafasional, intensif dan
berkesinambungan agar tercipta perwujudan masyayaka adil, makmur, dan
sejahterd.

Di luar pemerintah, banyak orang mencoba mengasaksrupsi dari
berbagai tinjauan disiplin ilmu. Pada umumnya, mgsnasing diantara mereka
mempunyai cara pandang tersendiri dan berbedadi@phaasalah korupsi. Salah
satu akademisi terkemuka di Indonesia yang mengkagalah korupsi adalah
Andi Hamzah. Dalam kajiannya, secara normatif Aktiimzah mengatakan
bahwa pandangan Islam mengenai korupsi bertolakkaey dengan ketentuan

hukum positif Indonesia. Konsep penggelapan olgdbpé diatur dalam pasal 415

! Tim penyusun Laporan tahunan Komisi Pemberantasamipsi (KPK) tahun 2011,
Jakarta: KPK, 2001, him. 4
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KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara, seragyeaggelapan dalam
Islam jika seseorang masih mempunyai hak (sahada@lainnya, ia tidak wajib
dipotong tangaf.

Begitu pula dengan pendapat tokoh hukum progresdl &emarang,
Satjipto Rahardjo. Dalam penuntasan kasus korigsnenganjurkan agar perlu
adanya keberanian dari para pembuat keputusan hukuk menciptakan
prosedur hukum luar biasa@xtra ordinary measuledan membangun kultur
kebersamaancérporate cultur¢ dalam proses peradilan. Prosedur hukum luar
biasa tidak boleh sekali-kali mengabaikan aspekusiansebagai bagian sentral
dari hukum itu, karena menurutnya hukum dibuat kintoanusia, bukan
sebaliknya® Dalam ketentuan tersebut, cara berhukum luar higsakai untuk
menangani kasus-kasus besar yang urung terselesaika

Pemikiran dariRois Am SyurialPBNU, KH Sahal Mahfudh kiranya juga
perlu dimunculkan mengenai fikih sosialnya. Sahahhlkdh menganalisa
berbagai hukum yang ada dalam tradisi kitab kuwiisgsuaikan dengan kondisi
masyarakat. Dengan kata lain, pemikiran fikih dogi tidak sebatas hasil
pemikiran, melainkan aktualisasi hukum Islam di gem kehidupan
bermasyarakat. Ada lima ciri pokok yang menonjdanaparadigma fikih sosial,
yakni: 1) interpretasi teks-teks fikin secara késteal, 2) perubahan pola
bermadzhab dari bermadzhab tekstugdu(i) ke madzhab secara metodologis
(manhaj); 3) verifikasi mendasar mana ajaran yang bergitdok (shu) dan

mana yang bersifat cabarfgr{)’); 4) fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan

2 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasiorgdn
Internasional Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hi2i
% Lihat Satjipto Rahardjdsisi Lain Hukum di Indonesi&ompas: Kompas, 2009, him. 5



76

hukum positif negara; 5) pengenalan metodologi g&ean filosofis, terutama
masalah sosial dan buddya.

Pengembangan fikih sosial ini sangat berperan dalemecahkan masalah-
masalah kontemporer dengan tidak menghilangkampdrazanah klasik (kitab
kuning), sebagaimana dalam tradisi Nahdlatul Ulant®ngan keyakinan ini,
kreativitas dalam membangun fikih sosial tidak eéeabut dari akar tradisinya.
Pengembangan lain dengan memperluas kaidah-kafdahiyah maupun
ushuliyah bisa digunakan tidak sebatas pada persoalan fildividual yang
menyangkut halal-haram, melainkan menyangkut Kkedjayang berkenaan
dengan persoalan publik, termasuk soal korupsiupsirsebagai kejahatan sosial,
bukan hanya kejahatan sebagai personal.

Korupsi sebagai kejahatan sosial dipandang lelpatteasaran, daripada
menerima klaim bahwa korupsi sebagai kejahatanvichail yang luar biasa.
Masalah korupsi tidak sebatas pada persoalan téehtidak, atau halal-haram,
melainkan persoalan yang menyangkut kemaslahathlikpBahwa, menerima
konsepsi korupsi sebagai kejahatan individual yaagbiasa itu iya, tetapi hal itu
tidak cukup jika ingin mengentaskan soal korupsi dkar masalah-masalahnya.
Persoalan yang paling menonjol adalah perbuatamétuyangkut domain publik,
sehingga wajar dampak yang dihasilkan juga sangshbahayakan kehidupan
masyarakat luas.

Di lain sisi, terkadang fikih bersifat formalisikalhm konteks sosial yang

* Baca pidato ilmiah penganugerahan gelar doktomoehtan @octor honoris causa
terhadap KH. MA Sahal Mahfudz, “Fikih Sosial: Upa@&ngembangan Madzha&pauly dan
Manhaji’ atau dalam KH. MA Sahal Mahfudiuansa Fikih Sosialyogyakarta: Lkis, VI, 2007,
him. xxxv
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ada. Ajaran syari'at yang ada dalam fikih terkadamdpk searah dengan
kehidupan sehari-hari. Zakat misalnya, sebenarngrapakan ajaran Islam yang
semangatnya tidak lain ajaran untuk menciptakandileea sosial ekonomi.
Namun dalam fikih, zakat sering dipahami sebagaddbh formal yang hanya
menjelaskan kewajibamuzakkiuntuk mengeluarkan nisab tertentu. Pergeseran
fikih tentu tidak terelakkan, yaitu pergeseran diih yang formalistik menjadi
fikih yang etik. Secara metodologis, untuk mengapési keformalan fikih dapat
melakukan pola pengintegrasian hikmah hukum kendal&at hukum. Dengan
bahasa lain, menggabungkan pola pemahagigasi murni dengan pola-pola
pemahaman yang berorientasi pada tujuan-tujuarrlaikekannya hukum Islam
(magisid al syari'ah).”

Dalam Musyawawah Alim Ulama dan Konferensi Besahdiatul Ulama’
tahun 2012 lalu, terdapat kesepakatan alim ulamaigy memperbolehkan
penerapan hukuman mati kepada koruptor setelarapgéag mempertimbangkan
pelanggaranya, dan melalui tahapan sanksi yangs hdialaniya. Apabila
koruptor tidak jera dengan berbagai hukuman, makahbditerapkan hukuman
mati. NU beralasan penerapan hukuman mati bagpkordiperbolehkan, karena
korupsi termasuk kejahatan yang berekses kepadgam#at umum. Hukuman
mati dinilai NU merupakan langkah yang paling tepatuk mencegah tindak
pidana korupsi.

Dalam munas dan konbes, rumusan hukum korupsi @#dén dirumuskan

® lbid., him. xlviii-xlix.

® Lihat hasil Musyarawarah Nasional Alim Ulama daonkerensi Besar Nahdlatul Ulama’
NU tahun 2010 subbab Korupsi dan Hukuman mati. Reamuhukum dibuat oleh tim komisi
Bahtsul Masail bidan@l-Diniyah al-Wagqi'iyyahdi Pondok Kempek Palimanan Cirebon, 14-18
September 2012, him. 11
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oleh tim KomisiBahtsul Masailbidang Diniyah Wagi'iyyah.Alim Ulama NU
menekankan pertimbangan pada efek jeranya. Mesgkiubepara ulama sangat
berhati-hati dalam menghukum mati bagi seseoranguiman mati harus ditolak
sepanjang masih ada keraguan dalam bentuk pelamggang dilakukan. Para
Ulama mengambil dasar dari al-Qur'an dan haditsaDal-Qur'an yakni surat al-
Maidah ayat 33 sebagaimana tertuliskan di bab setrgla.

Sementara dasar hukum dari hadits diambilkan debbetapa hadits nabi
yang dipercaya. Ada lima hadits yang diambil, shadits riwayatkan Imam
Bukhori, dua hadits Imam Muslim dan satu haditswdiyatkan oleh Imam al-
Tirmidzi.
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“Diceritakan dari ‘iyas bin Salmah bin akwalari ayahnya: telah datang
mata-mata (intelijen) dari orang musyrik, sementiiabi Muhmamad SAW
berada dalam perjalanan, lalu mata-mata itu duduldekat para sahabat
nabi sambil bercakap-cakap, kemudian mata-mata menghilang.
Kemudian nabi berkata kepada sahabat: carilah (Kaefg mata-mata itu
dan bunuhlah. Kemudian saya membunuh mata-matadé&n, merampas
hartanya,”HR Bukhorf.
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" Cek dalam Imam Bukharghahih BukhariBeirut: Maktabah At-Tsagafi, 11/249, hal. 161
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“Diceritakan dari Abu Said al-Khudriy berkata: bahwa Nabi Muhammad
SAW bersabda: Jika dua pemimpin (khalifah) teldfa@it, maka bunuhlah
salah satu diantara keduanyaHtR Muslim?

@
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"Diceritakan dari Arfajah. berkata: saya telah mesmpar Rasullah SAW
bersabda: barangsiapa mendatangi kalian, semensaraua urusan kalian
berada di tangan satu orang seorang pemimpin, kénudia hendak
menggugat kedudukan pemimpin kalian atau hendak eaam belah
masyarakat (umat), maka bunuhlah orang tersebdf’ Muslim.®
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"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW bdrda: jiwa

seorang orang mu’min berkaitan dengan hutangnyagds hutang tersebut

dibayar atau dilunasi,”HR al-Tirmidzi dan dia berkata bahawa hadis ini

baik*°

Beberapa hadits di atas dijadikan dasar kebolela@waf hukum mati.
Penjelasan hadits pertama bisa dimaknai bahwa geraata-mata (intelijen) dari
pihak musuh yang bekerja dengan cara bergerilymgmei gerak, menyamar
sebagai sahabat, kemudian diketahui jika orang yaegyamar tersebut adalah

mata-mata, maka orang tersebut dibolehkan untukndip. Peran mata-mata

sendiri dalam konteks perang, maupun konteks kehiduermasyarakat sangat

8 Lihat Abu Husain Muslim Hajjaj-al-Qusyairi al-Naisuri, Shahih MuslimBeirut: Dar al-
Kutub al-limiyah, 1992, hadist nomor 3444

? Ibid., Hadist Nomor 1852

1% Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmu@inan al-TurmudzBeirut; Dar al-
Fikr, tt, Il hadis nomor 389
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penting dalam upaya mengetahui kondisi secaraddii masyarakat. Dalam
konteks bernegara, peran intelfemelakukan fungsi taktis dan strategis dalam
melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalarigsaha pengambilan
keterangan atau informasi bernilai tinggi dan rateuntuk menunjang stabilitas
ketahanan nasional.

Dengan demikian, tindakan dan langkah suatu masytadikontrol bisa
diketahui oleh intelijen, sehingga ketika injelijemelaporkan kepada pihak lain
bisa mengantisipasi sekaligus mencari cara untukgordrol masyarakat. Hal
tersebut bisa dilakukan untuk mengamankan kepentirsgatu negara. Namun
sebaliknya, jika intelijen dijadikan sebagai kontbdpihak musuh bisa
meluluhlantakkan ketahanan suatu negara. Maka \wagaNabi menyuruh untuk
mewaspadai kerja-kerja intelijen.

Kalau ditelaah, hadits tersebut turun dalam konfelserangan dan untuk
menghukum peranan mata-mata musuh. Nabi Muhammachdzrita 'lyas bin
Salamah memerintahkan kepadanya untuk mencari danbomuh mata-mata,
bahkan merampas seluruh harta yang melekat paugyadiHukuman ini tentu
menjadi hukuman yang sangat tegas bagi seoranguggny Sementara dalam
konteks korupsi, mata-mata atau penyusup meskiebarkipe dengan koruptor,
namun mempunyai kesamaan dalam hal upaya mengdogknasi secara tertentu

yang dilakukan secara rahasia. Korupsi kadangkitd&ukan secara sembunyi-

1 Dalam rumusan hukum di Indonesia, intelijen adapEmgetahuan, organisasi, dan
kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakeategi nasional, dan pengambilan keputusan
berdasarkan analisis dari informasi dan fakta y#wgumpul melalui metode kerja untuk
pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pahes, penangkalan, dan penanggulangan
setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Sefgnygkihat Pasal 1 Undnag-Undang nomor
17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan lihgajiugas dan wewenang Intelijen dalam
Peraturan Presiden Rl Nomor 90 tahun 2012 tentauig Intelijen Negara.
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sembunyi setelah terlebih dahulu mencari informdeinpak baik dan buruk,
sehingga ketika dilakukan tidak ada yang mengetghuiKetika unsur koruptor
masuk dalam ketegori mata-mata, ia juga bisa dik@mdukuman mati. Selain
itu, mata-mata diyakini menjadi duri dalam selimsghingga mengacaukan
kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat.

Sementara dua hadits yang diriwayatkan Imam Mu#gdioih terarah pada
konsep kepemimpinan. Hadits pertama memerintahganraembunuh salah satu
pemimpin jika dalam suatu wilayah terdapat dua pgpm. Hal tersebut
dimaksudkan agar dalam suatu wilayah hanya adaupeagtunggal yang sah.
Kemungkinan hadits ini turun untuk melegitimasigekepemimpinan tunggal,
dan menolak kekuasaan ganda dalam suatu wilayattsHa&dua mengihwalkan
peran satu orang (pemimpin) yang berusaha memdehhb@umnya juga
diperbolehkan untuk dihukum mati. Hal ini bisa dknai sebagai upaya untuk
menjaga masyarakat dari suatu keburukan akibaakam pemimpinnya, ketika
pemimpin berskipahalimharus dilawan.

Dua hadits Imam Muslim ini jika dimaknai mengisyiltemn akan terjadi
perang antar pemimpin hingga terjadi perang terphikegyga konflik darah (hadits
pertama), dan penguasa yang rakus mengedepankiarseddiri dan tidak
memperhatikan kehidupan masyarakatnya, sehingggadieterlantar. Ketika
keduanya dinisbatkan dengan penyalahgunaan wewesdnagai pemimpin, hal
tersebut juga dikategorisasikan sebagai tindagaolul. Ketika dinisbatkan
denganghulul, pemimpin yang telah mengabaikan kepentingan makgaya

dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinyadiizgbani hukuman mati.
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Sementara satu hadits dari Imam Turmudzi menekaiiegpada setiap
orang untuk mempunyai sikap tanggungjawab kepadaiage apapun. Soal
tanggungjawab, baik sebagai pribadi atau seorangnpein harus mempunyai
sikap tersebut, karenanya sangat berkaitan dengainafs sebagai pribadi.
Ketika mempunyai amanat harus dilaksanakan tanpayunangi tanggungjawab
yang diberikan. Korupsi yang dipersamakan dengaankl atau tidak menepati
janji. Dalam Islam, tidak diperkenankan seorang gyameninggal dunia
mewariskan hutang kepada keturunannya, maka sebeleninggal dihimbau
agar melunasi seluruh hutang-hutang yang ada dagdjika terlewatkan barulah
dipercayakan kepada pihak keluarga untuk melunasiny

Pengambilan dasar dari kitab kuning, yakni dariy&aimam-imam besar
menjadi perhatian tersendiri. NU secara sadar leb#milih mengambil dasar
pendapat dalam kitab daripada menafsirkan seneltgah menggunakan sumber-
sumber primer. Kitab klasik yang digunakan dalasaddukuman mati ini adalah
kitab Bugyah al-Mutarsyidin Takmilah al-Mgmu’ ala Syah al-Makzab dan
kitab I'anatut Talibin. Ketiga kitab ini membincangkan soal dasar kelsieh

hukuman mati. Dasar pertama dari kiggyah al-Mutassyidin, yakni:
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136 . wﬂb cﬁﬁ&ﬁb&w‘@wb‘;f\i t»:»ib

"Manfaat: al-Muhib At-Thabari dalam kitabnya al-Tgih berkata. boleh
menghukum mati pegawai negara yang melakukan kedwmalterhadpa
rakyatnya karena diibaratkan dengan perbuatan terogang banyaknya
ada lima, karena bahaya pegawai negara lebih bedari pada perbuatan
tercela itu. Dan Asnawi yang menukil dari Imam Abd®alam
mengatakaran: bagi orang yang mampu membunuh odmim dan
sesamanya yakni para pejabat negara yang dzolinerdglehkan untuk
membunuhnya dengan barang seperti racun supaya sraterselamatkan
dari kedzaliman. Karena apabila menolak perampoklawsun hanya
mempertahankan satu dirham saja diperbolehkan kinggngan cara
membunuh dengan syarat-syarat yang ditentukan, migkbebih itu

perbuatan orang dholim yang disengaja.”

Kitab ini memberikan keterangan bahwa kebolehan buemh bagi
koruptor dipersamakan dengan orang yang melakukamsgkan di muka bumi,
yang menurut at-Thabari ada lima hal. At-Thabarnggarisbawahi peran bagi
pegawai negara, atau pekerja negara, baik negepunaswasta jauh mempunyai
dampak kerusakan lebih, jika dibandingkan dengadaiian orang yang hanya
berbuatfasiq'? Dengan kata lain, jika perbuatan fasiq menimbulkarusakan
ekses pada masyarakat dengan boleh dihukum matagapika suatu perbuatan
menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Korupsgydipadankan mempunyai
dampak besar tentu akan sangat wajar jika dibé¢hdaiman mati.

Masih dalam keterangan dalam kitab yang sama, InafAsnawi

berpendapat jauh lebih ekstrim dari at-Thabari. idetnya, boleh membunuh

koruptor dengan menggunakan barang-barang septinratau sebagainya

12 selengkapnya lihat dalam kitaBugyah al-Mutasssyidin: Takhlis Faiwa bad al-
Aimmah min al-Ulama al-Mutaakhkhir ma’a dham fawid jimmah min kutub syatta lil ulagfil
muitahidin, Karya Abdur Rahman bin Muhammad bin Husein bin Ymaz 1, him. 250
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sebagai upaya menyelematkan masyarakat dari kediralyang dilakukannya.
Al-Asnawi menggarisbawahi jika yang dimaksud koaupadalah para pejabat
pemerintahan yang bersikap dholim, laiknya paraysegat cukai, pengemplang
pajak dan lainny&® Dalalm kajian teori bab-bab sebelumnya, pemungiaic
masuk dalam kategori korupsi, karena telah mendamalnig negara dari proses
barang-barang dagangan yang diperjualbelikan aean yang masuk dari luar
negeri ke dalam negeri Indonesia. Al-Asnawi menkganhukuman mati bagi
mereka penting agar terlangsungnya kehidupan mearyasig baik tanpa adanya
sikap penguasa yang lalim.

Sementara hukuman mati yang dipersamakan dengampekan ljirabah)
juga dibenarkan dalam keterangan kitBbgyah al-Mutarsyidin Kebolehan
membunuh mati ketika dalam posisi satu lawan saogan penjahat atau
perampok yang ingin merampas seluruh harta beredgoBang diwajibkan untuk
melindungi dirinya dan hartanya (misalnya hanyau séitham) meski dengan
harus membunuh seorang penjahat yang ingin merarkpak Dikatakannya,
membunuh seorang penjahat dengan cara yang diagaghjlebih diutamakaii.
Ketika korupsi disamakan dengan perampokan, di rkangtor merampas uang
rakyat ia juga boleh dibebani hukuman mati. Hukuamg/ disamakan dengan
tindakan-tindakan fasig yang lima termashikabah dalam pengambilan dasar

bahtul masaiNU disebutilhaq™.

2 bid.,

4 bid.,

15 |lhaq bisa disebut sebagai analogi kepada hasil rumiiléaratau persoalan yang belum
ada keterangannya yang disamakan dengan hasdidari
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Rumusan hukumlhaq korupsi pada hirabah adalah menyamakan hukum
suatu kasus korupsi yang belum dijawab oleh pertdddpma dalam kitab klasik
dengan kasukirabah yang sudah ada jawabannya dalam kiiitaq masail bi
nadza'iriha).'® Seperti yang telah disebutkan di bab awal, kokseppsi dengan
hirabah sama-sama mempunyai fasad yakni merusak tanandik.pkibrupsi
juga bisa dipersamakan denghimabah bentuk gath’'u al-thariq atau sarigah
kubrat’ karena mengancam jiwa banyak orang dengan meramapi@sorang lain
dengan kekerasan, bahkan kadangkala disertai detigdak pembunuhan.
Hukuman terhadap pelaku perampokan adalah sebagahgiasan bagi orang-
orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sekalipesbuat kerusakan di
muka bumi dihukum dengan dibunuh atau disalib dipotong tangan dan kaki
mereka dengan cara silang atau diasingkan.

llhag hukum koruptor padairabah dengan hukuman dibunuh didasarkan
pada beberapa pertimbangan. Yakni bisa menganeardan harta orang banyak
(publik) karena korupsi dapat menyebabkan kelapark@bodohan, dan
menjadikan masyarakat rentan terhadap berbagaiulbepenyakit; serta
menimbulkan kerusakan di muka bumi, karena koropmiimbulkan kehancuran
dan kerugian dahsyat yang harus ditanggung masyaraeperti rusaknya
lingkungan, tidak tegaknya hukum. Dengan demiksaah satu alasan atau dasar
NU dalam bahtsul masail menghukum mati koruptoladdalasan dipersamakan

dengan hukurhirabah

6 Atau baca juga tulisan Muhammad Fadlstjlah-istilah dalam Madzhab Syafi'i dan
System Pengambilan Keputusan Hukum dalam BahtsshkiMdalam http;//www.piss-ktb.com
sebagaimana disalin para hari Ahad, 5 Mei 2013

" Bambang Widjojanto, dkk, ed&prupsi Itu Kafir: Telaah Fikih Korupsi Muhammadiya
dan Nahdlatul Ulama’Jakarta: Mizan, 2010, him 125
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Korupsi yang dimasukkan dalam kategori ta'zir, dama hukuman
ditentukan oleh penguasa bisa dilihat dalam Kitatmilah al-Mgmu’ ala Syah

al-Manzab, sebagai berikut:
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“Kata (al-Qatlu atau pembunuhan) adalah salah satu dariegarisasi
hukuman ta’zir yang tingkatnya paling berat. Hukumtu dijadikan ajang
pembalasan atas tindakan criminal yang dilakukanny@ingga
menyebabkan kerusakan bagi kemaslahatan umum dakumiamn
pembunuhan bisa juga diterapkan bagi siapa saja gyamerusaha
merobohkan jaminan kehidupan masyarakat hingga sadrusistem
kehidupan manusia. Terhadap dalil ini, Imam Harladéirpendapat boleh
hukum ta’zir dengan cara membunuh (hukum mati) ls@georang yang
berulangkali sudah melakukan kerusakan dan tidak eara lain kecuali
dengan membunuhnya, seperti halnya seseorang yastglahgkali

melakukan penipuan untuk mengambil harta (korugisiy contoh lainnya,
dan hal seperti itu juga berlaku bagi para penyu@akim untuk

18 Selengkapnya Lihat dalam kitakekmilah al-Mgmu’ ala Syah al-Mahzab, juz 26,
Maktabah Salafiahhlm. 241-242
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memperjualbelikan perkara (keburukan), penganiayapencurian atau
tindakan buruk lainnya yang bisa menimbulkan efelrub bagi
keberlangsungan hidup manusia. Dan diriwayatkani dimam Malik dan
sebagian pengikut Imam Ahmad memperbolehkan hukumazinmelalui
hukum ta’zir, sepertihalnya dalam pembunuhan tedpadeorang jika
memang kemaslahatan publik menuntut untuk itu. Snge pendapat
kalangan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat, salalu shantara pengikut

Syafi'iah adalah Imam al-Ghazali yang berpendapalach kitab al-Waijiz.

Al-Ghozali berpendapat tidak diperbolehkan untuk ngieikum mati

melalui jalan ta’zir, dan kepentingan umum tidakéimenggugurkan atau

dilakukan dengan cara membunuh seseorang. Sebalikmgndapat Ibu

Qayim yang mengutip sebagian pendapat di mazhab fi'iSya

memperbolehkan menghukum mati bagi orang yang rbanykid’ah,

laiknya penyerangan, penolakan, pengingkaran paaldit Allah. Dan
kedua pendapat ini juga diamini oleh sebagian begangikut mazhab
syafi’i yang memperbolehkan hukuman mati melalainaa’zir.”

Keterangan di atas dijelaskan bahwa makna&a@atlu sebagai salah satu
kategori hukuman ta’zir yang paling berat. Hukunp@munuhan bisa dilakukan
sebagai pembalasan atas tindakan kriminal yangkukén seseorang yang
menimbulkan dampak kerusakan bagi kemashlatan urklukuman membunuh
seseorang juga bisa dibebankan kepada seorang bemigaha merobohkan
jaminan kehidupan masyarakat hingga mengacauk#amsisehidupan manusia.
Korupsi mempunyai dampak yang berekses langsung&syarakat dan bisa
membuat kerusakan bagi jaminan keberlangsungan sigartsebab, jatah hidup
bagi warga yang membutuhkan atau jatah bagi penuibamgbangsa hilang dan
masuk ke kantong pribadi si koruptor.

Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat di katangadzhab Syafi'i. Para
imam madzhab berpendapat boleh menghukum (mentattngan cara
menghukum mati terhadap orang-orang yang beruldingielakukan penipuan
untuk mengambil harta (korupsi). Hukuman terseliog¢rtakukan sebagai bentuk

penegasan untuk menghilangkan tindakan buruk paldadp manusia. Para imam
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madzhab Hanafi juga membolehkan hukuman mati baga penyuap hakim
untuk memperjualbelikan perkara keburukan, laikpgmganiayaan, pencurian
atau tindakan buruk lainnya yang menimbulkan bahggag menjalar ke
masyarakat.

Sementara pendapat Imam Malik dan sebagian pdngileim Ahmad juga
memperbolehkan menghukum mati melalui hukuman rta’z{ebolehan
menghukum mati boleh jika memang kemaslahatan umm&muntut untuk itu.
Namun, di kalangan madzhab Syafi'iah, penjelasamatey hukuman ta’zir
dengan kebolehan untuk membunuh terdapat pendagag Yerbeda-beda
(keterangan). Imam Al-Ghazali adalah salah satuothtokyang tidak
memperbolehkan hukuman mati melalui ta’zir. Al-Galoanenilai kepentingan
umum untuk berbuat baik tidak mesti harus dilakuldengan membunuh
seseorang. Sementara pendapat Ibnu Qayim yang tpemgndapat sebagian
pengikut Syafi'i setuju dengan kebolehan menghukuoati. Ibnu Qayim berdalih
bahwa hukum membunuh bagi orang-orang yang menybliiah seperti
penyerangan, penolakan, pengingkaran terhadaprtakdin bisa diberlakukan.
Bagi penganut kalangan Syafi’'iah, tentu diperkeaanintuk memilih hukuman
yang boleh atau tidak memperbolehkannya.

Dalam forum munas dan konbes, nampaknya para u\nkebih memilih
pendapat untuk menghukum mati melalui ta’zir sebhgkuman yang tepat bagi
seorang koruptor yang telah merusak kemaslahatammunSeperti yang
digambarkan dalam tujuan diberlakukannyaqasid al-syariahpahwa tujuan

umum atau misi kerasulan Nabi Muhammad adalah naeneisih rahmad kepada
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selurun alam. Kemaslahatan yang didasarkan padatnyaf mencakup

kemslahatan khususnéshalih khashshahdan kemaslahatan umumgshalih

ammabl). Jika terjadi pertentangan antara keduanya, nkakaaslahatan umum
harus didahulukarMaqasid al-Syariabkdalam tingkatannya dibagi menjadi tiga,
dharuriyat, kulliyat, dantahsiniyat

1. Kemaslahatan primefmashlahah dharuriyygh Yakni sesuatu yang harus
ada bagi tegaknya kehidupan agama dan dunia. Aptdak ada, maka dapat
menimbulkan kerusakan, bahkan menghilangkan kehmupleh karena itu,
mashlahah dharuriyyalimutlak ada dalam kehidupan manusia dan upaya-
upaya yang hendak merusak atau meniadakanya Haega.

2. Kemaslahatan sekundengshlahah hajiyygh Kemaslahatan adalah sesuatu
yang dibutuhkan untuk menghindari kesulitamagyaqgaj dan kesempitan
(al-Haraj). Syariat Islam tidak memberikan pembebanan alearggung
jawab di luar kemampuan manusia. Syariat Islam w@orkan rukhshah
(keringanan) bagi mereka yang berada dalam keswateu kepayahan.

3. Kemaslahatan tersiem@shlahah tansiniyyghadalah sesuatu yang diambil
atau dihindari untuk membuat sesuatu menjadi lehik dan indah. Banyak
contoh soamashlahah tansiniyyatseperti shalat dan puasa sunah, menutup

aurat, dan memakai pakaian yang indah dan berkimdaeribadaft’

Sementara dasar dalam kitdbnatut 7alibin, didasarkan pada pendapat

sebagai berikut:

9 Abu Hasan Ibrahim al-Syathibal-Muwafagat fi Ushul al-FighBeirut: Dar al Fikr,
1969, him. 15. Lihat juga dalam Bambang Widjojafp,Cit.,him. 99
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“Kata ‘wa la bimali masalih® merujuk pada kata ‘nabwvhasr’, dengan
artian tidak diperkenankan memotong tangan oranggyanencuri harta
dimana ia mencuri untuk kemaslahatan orang-orarigntsseperti untuk
membangun masjid, menutup jalan bagi musuh, ataotobo lainnya.
Pengertian kata ‘kabaitii mal’ diartikan tidak bisalilepaskan dari
keterangan sebelumnyldamun, kata itu mempunyai makna lain, yakni bagi
siapa saja yang memiliki bagian (modal) pasti dalbaitul mal, ia tidak
boleh dipotong tangannya. Dan hal itu tertuang dalkitab “Minhaj” dan
dalam kitab syarah sebelumnya: dan barangsiapa gilklaseorang muslim
yang sedang mencuri harta di baitul mal tidak dipEehkan memotong
tangan jika orang muslim tersebut mempunyai hakmgamun tidak bagi
orang muslim yang haknya sebelumnya sudah diriaoiun tetap mencuri
ia boleh dipotong tangan untuk menghilangkan keatdyh Dan juga tidak
boleh dihukum potong tangan jika orang itu mempurak yang sah
dalam baitul mal, meski orang itu kategori orangy&aKata ’lianna lahu’
yakni untuk pencuri yang mempunyai hak (saham) ndatzitul mal.
Ungkapan ini menjadi alasan hukum tidak diperbobeirya menghukum
potong tangan bagi orang yang mempunyai hak atatulbenal. Kata
‘lianna dzalika seterusnya’ juga merujuk pada alasaukum yang tersebut
sebelumnya, yakni bagi orang yang memiliki hak @hogang sah meski
orang itu adalah kaya, orang tersebut terkadangabimentasyarufkan
hartanya untuk kemanfaatan lain. Kata ‘fayantafiihib yakni dengan

zt\\

% Lihat Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatta al-Dithya Bakri, I'anatut Thalibin
Beirut: Dar al-Kutub al-limiyah, tt. Juz 4, him 276
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kemaslahatan untuk bisa membangun masjid, dan lganpandidika islam
lain laiknya pondok pesantren, sekolah, yayasan atnti asuhan.”

Keterangan di atas menjelaskan beberapa kata kdalem konsep
hukuman. Korupsi yang disamakan dengan beberapar umsmpunyai makna
yang beragam. Misalnya, keterangala ‘bi mashalii dihubungkan dengan
keterangan rflahwu hasr” yang menjelaskan ketidakbolehan untuk memotong
tangan seseorang sebab mencuri harta yang didtakake kemaslahatan umat
Islam seperti membangun masjid dan menutup jalarsumuJika korupsi
dilakukan demi kepentingan umat, ia juga tidak balghukum potong tangan,
apalagi dengan hukuman mati. Sementara keterangfana baitul mat tidak
bisa dipisahkan dari yang keterangan-keterangamyai la mempunyai makna
sebaliknya. Dijelaskan, jika orang-orang yang tetamiliki bagian pastidzawil
qurba) maka seorang boleh dipotong tangantlya.

Hak seorang dalam kepemilikan Haitul mal juga mempunyai aturan
tersendiri ketika terjadi penyalahgunaan. Disehutkalam kitabMinhaj serta
kitab syarahlmam Ramli,bahwa tidak diperkenankan memotong tangan jika
seorang pencuri mempunyai hak atas hak yang diaribalam arti, meski
pencuri adalah orang-orang kaya dan hdoa#tul mal tidak dipisahkan dari
bagiannya, ia tidak boleh dipotong jika kedapatamneari. Pendapat ini sama
halnya yang diutarakan Andi Hamzah yang menilaiggetapan (pencurian)
dalam Islam jika masih mempunyai hak (saham) didaia ia tidak wajib

dipotong®? Namun sebaliknya, ketika seorang Muslim mencurtishai baitul mal

2 bid.,
22 Andi HamzahQp.Cit, him 21
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dimana haknya sebelumnya telah disendirikan daielpabagian harta baitul mal,
seorang Muslim yang kedapatan mencuri diperbolehkdonk dipotong tangan.
Kebolehan ini didasarkan untuk menghilangkan kestah

Ketentuan boleh dan tidak boleh memotong tangaaiadi dijelaskan dalam
beberapa kata-kata dalam keterangan dalam kitaskhtet: Kata [fanna lahu
diperuntukkan bagi pencuri yang mempunyai hak (sahdalam baitul mal
Ungkapan kata tersebut menjadi alasan tidak dipeinkanannya pencuri baitul
mal. Sementara katdidnna dzalikd diperuntukkan untuk alasan kathanna
lahu”. Seseorang yang memiliki hak daldéaitul malmeski orang tersebut kaya,
tidak dibebani potong tangan karena orang kayaeltets terkadang bisa
mentasarufkan hartanya untuk kemanfatan untuk yamg Sementara kata
“fayantafi’'u bih’ mempunyai arti pentasyarufan harta bisa untuk dstahatan
masjid atau yang berhubungan dengan masjid atadogopesantren, sekolah,
yayasan atau panti asuhfan.

Bagi peneliti, adanya fatwa hukuman mati bagi ktwumglimaknai dalam
kerangka agar masyarakat terjauhkan dari prakteksiata tersebut, serta
menciptakan tatanan hukum dan menjaga ketertibayarekat. Hukuman mati
merupakan puncak dari hukuman badan, karena tetaigambil hak manusia
untuk hidup di dunia. Karena koruptor telah mengérak masyarakat untuk
hidup layak, sehingga baginya pantas untuk dihukamat.

Sementara rumusan hukum dari para alim ulama ymaglok dalam forum

munas dan konbes semakin memperlihatkan kebolebkantan mati. Dasar-

%3 Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatta al-Dimyaakri, Op.Cit.
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dasar hukum dari khazanah klasik digali dan dimlkacu Hal ini pertanda
bahwa ulama mendorong pemerintah agar bertindakissenenghukum para
koruptor. Peneliti tentu mengiyakan seruan ulam&arena sebagai upaya moral
dan doktrinal memberantas tindak pidana korupsndonesia. Meski demikian,
anjuran tersebut patut ditelaah, apakah bisa bdaatdengan menekan tindak
korupsi atau hanya sebagai retorika ulama dalanyaupaemberantas hukum

tanpa melihat keadaan hukum di Indonesia.

B. AnalisisMetode Bahtsul Masail NU dalam M emutuskan Hukuman Mati bagi

Koruptor

Bahtsul masail NU mempunyai tradisi penggalian mukersendiri dalam
merumuskan suatu masalah. Perumusan masalah dg&al®U tidak dilakukan
dengan mengambil secara langsung dalil-dalil d&@ua’an maupun Hadits.
Ulama NU lebih suka metathbigkan secara dinamis nash-nash imam ahli fikih
khususnya Imam Syafi'i dalam konteks permasalalargyakan dicarinya. Hal
tersebut dilakukan karena mengambil hukum dalarashat bermadzhab dinilai
lebih praktis dan dapat dilakukan oleh semua uldhh yang telah mampu
memahamibarat (uraian) dalam kitab-kitab fikift*

Meski demikian, sebelum hasil fatwa dirumuskan maleahtsul masail,
para ulama NU terlebih dahulu melakukan sebualeperan. Dalam pertemuan
tersebut juga dihadiri para ilmuan atau ahli dalbidang-bidang lain dari

berbagai latar belakang. Para ahli dan ulama miemsllsan persoalan yang

24 MA Sahal MahfudhQp.Cit, him 24-35
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nantinya akan dirumuskan, sehingga pada akhir fortercapai sebuah
kesepakatan pengeluaran fatwa hukum. Fatwa-fatwaselet kemudian
dikumpulkan dalam sebuah koleksi yang diberi jullikam al-Fuqgala’.

Proses bahtsul masail mencari berbagai pendamandatab kuning untuk
diketemukan kemudian dipilih salah satunya, disem@kat kekuatan masing-
masing tabir (keterangan) sebagai dasar hukum. Rumusan bebelapza
kembali menegaskan jika pada zaman modern tidakmijkinkan adanya ijtihad
fardi (ijtihad individu), sebagaimana yang dahulu dilkéu imam madzhab
empat. Penggalian hukum tetap bisa dilakukan nasebatas pada ijtihgdma’i
(ijtihad kolektif) yakni suatu ijtihad yang melilk@n beberapa ulama berdisiplin
ilmu tertentu yang saling berbeda, untuk kemudiametapkan ijtihad dalam satu
atau beberapa perkdra.

Para ulama NU melakukan pola perumusan hukum diakusecara
kolektif atau ijtihadjama’i, di mana juga mengundang pendapat ahli dari hukum
umum. Fatwa yang dirumuskan secara kolektif barjalangan pendiskusian
masalah sehingga tercapai kesepakatan urittifag hukun). Misalnya, sebelum
melakukan ijtihad tentang persoalan-persoalan Sekeluarga berencana atau
perbankan, para ahli cenderung mendiskusikan aapedk medis dengan para
dokter atau praktisi kesehatan dan ilmuan medis, aspek-aspek ekonomi
dengan para pakar ekonomi. Karena ada situasssityggng mungkin tidak

disebutkan dalam al-Quran dan Hadits, khususnyg temkait dengan persoalan-

2 bid., him. 43 dan 53
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persoalan sosial, para ulama mengakui bahwa mé@ks bekerjasama dengan
para ulama dan ilmuan.

Dalam proses bahtsul masail, terdapat beberapamseka hukum yang
harus dilalui. Dalam hal musyawarah, forum dalamt$@ masail dibagi menjadi
lima tahap, yakni: pembacaan kitab beserta mura@smagertian), penyimpulan
materi bahasan, pertanyaan sekitar tarkib, pertéangakitar tarjamah dan murad,
dan pertanyaan yang berkaitan dengan materi persdahBalam forum bahtsul
masail inilah, harus ada beberapa komponen pokolg yaarus hadir, yakni
moderator, perumusnusohih dan peserta musyawarah. Bahtsul masail secara
resmi dibuka dan ditutup oleh panitia, kemudiarumerdipimpin oleh seorang
moderator yang masih dalam pengawasan tim peruanusigohih.*

Dalam munas dan konbes NU di Cirebon lalu yakni pierumus dalam
bidangwagi’iyyah adalah perwakilan dari beberapa tokoh ulama Inslangakni
H Abdul Aziz Masyhuri, KH Ahmad Yasin, KH Ardani,HKImam Abi Jamrah,
KH Abdul Muzammil, KH Abdullah Salim, KH Ahmad Ishauddin, KH Arwani
Faishal, KH Ramlan Hafidh, KH Ahmad Rozikin dan KBiisyro Musthafa’
Para perumus ini bertugas merumuskan hasil kajamg ydilakukan peserta
bahtsul masail dalam bidamgqi’iyyah

Dalam hasil rumusan tersebut, salah satunya kedoleienghukum mati
koruptor dalam munas dan konbes lalu, terdapat raphe metode yang
digunakan. Salah satu yang terlihat dalam dalamnpesan hukum yakni dalam

uraian dalam kitalBugyah al-Mutarsyidin, ketentuan boleh menghukum mati

% http://lbm.lirboyo.net/program/bahtsul-masail/mageefektif-musyawarah-bahtsul-

masail/ disalin Minggu, 5 April 2013
%7 Lihat hasil rumusan bahtul masail NU bidang wagiih, Op.Cit, him. 32
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diilhagkan dengan hukuman bagi pelaku hirabah (ppokan). Pengambilan
metode ilhag bisa dibenarkan, karena dalam koridor bahtsul Ihasa
memperbolehkan hal tersebut.

Seperti yang dijelaskan di awal, bahilzaq adalah menyamakan hukum
suatu kasus atau masalah yang belum terjawab dleh #engan penyamaan
terhadap kasus atau masalah yang serupa yang gijgahb oleh kitab. Dengan
kata lain,ilhaq adalah menyamakan pendapat terhadap hukuman ydab g@di
dalam fikih {lhag masail bi nadza'iriha Metodeilhaq dalam sistem penjawaban
disusun sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban dicukupi olbhrat kitab dan di sana hanya ada
satugaulwajahtersebut sebagaimana diterangkan daksrat tersebut.

2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh idatab dan di sana terdapat
lebih dari satugaul/wajahmaka dilakukartaqrir jama’i untuk memilih salah

satugaulwajah

3. Dalam kasus tidak adgaul/wajahsama sekali yang memberikan penyelesaian,

maka dilakukarilhaq al masa’il nadza'’irihasecara jama’i oleh ahlinya

4. Dalam kasus tidak adgaul/wajahsama sekali dan tidak mungkin dilakukan

ilhag, maka dilakukanistirbar jama'i dengan prosedur bermadzhab secara

manhaji oleh para ahliny&.
Dengan berpatokan pada prosedur penjawaban hukar, glama NU
mendasarkan hukum dalam point ketiga, yakni masatiu kasus yang

didalamnya tidak ada pendapat sama sekali yang erémh jawaban, maka

2 |jhat tulisan Muhammad Fadhilstilah-istilah dalam Madzhab Syafii dan System
Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masdilam http;//www.piss-ktb.com
sebagaimana disalin para hari Ahad, 5 Mei 2013
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boleh dilakukanilhaq secara kolektif oleh ahlinya. Dalam forum bahtsasail
ketentuanilhag secara kolektif sudah tercapai. Para ulama tidalgdung
menggunakan metode manhaji dalam urutan point kgagrkarena dalam proses
ilhag, para ulama sudah menemukan jawabannya.

Kebolehan hukuman mati dengan pola penjawaban huikuag pada
hirabah mempunyai konsekuensi hukum tersendirie@egiketahui, sanksi bagi
pelakuhirabahada bermacam-macam. Dari hukum potong tanganalars&cara
silang, hingga sanksi hukuman mati. Para ulamapada dasarnya sependapat
jika sanksi hukuman mati mengambil dasar dari samkisum terhadagirabah
llhag hukum padéhirabah dengan hukuman dibunuh didasarkan pada beberapa
pertimbangan. Yakni bisa mengancam jiwa dan hartéang banyak (publik)
karena korupsi dapat menyebabkan kelaparan, kebadottan menjadikan
masyarakat rentan terhadap berbagai bentuk penyakita menimbulkan
kerusakan di muka bumi, karena korupsi menimbul&mancuran dan kerugian
dahsyat yang harus ditanggung masyarakat, sepesdkmya lingkungan, tidak
tegaknya hukum. Koruptor melakukan tindakan diseftamgan pemberatan dan
penghalalan segala cara, dan uraian tersebut salmgahdengan yang dilakukan
dalamhirabah. Sehingga pantas jika koruptor masuk dalam detikbiain®®

Adanya ketentuan hukum tersebut menyiratkan jikamdakajian hukum
Islam mampu menjawab berbagai problematika konteenpAdagium Islam baik
untuk segala zaman dan tempal-(Slamsali/ likulli zaman wa makap'ternyata

masih berlaku. Ruang dialog antara berbagai pemsangan teks agama masih

29 Amrul Muzan, Korupsi, Suap dan Hadiah dalam Islamtalam Jurnal Hukum Islam
volume VIII No. 6 Desember 2007, him. 627
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memungkinkan terjadinya suatu perubahan hukum. isorsbsial masyarakat
yang kian berkembang dengan teks agama yang ledsitamis dan tidak rigid
menjadi jalan perubahan hukum ?PuDengan demikian, rumusan hukum bagi
koruptor sudah berjalan disesuaikan dengan peralzdraan.

Meskipun begitu, dalam tradisi bahtsul masa’il Nldsih terdapat kritik.
KH Sahal Mahfudh mengkritik proses atau kajian ydiranggapnya tidak terlalu
memuaskan untuk keperluan ilmiah atau sebagai upasmjawab persoalan-
persoalan zaman. Kritiknya didasarkan pada kesalphe peserta bahtsul masail
dalam menerapkan hukum hanya pada madzhab Syairig ydinilai tidak
mempopulerkan dalil maslahah, melainkan metodesgiyaam Syafi’i lebih suka
bersimpul pada alasan hukum dan semuanya sudamdenkg didalamny#.

Lebih jauh, KH Sahal Mahfudh menegaskan jika dakanggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga NU (AD-ART NU) menaruhgbargaan sama
terhadap semua imam madzhab. Pengambilan hanyaspauagendapat dinilai
melanggar ketentuan anggaran dasar. Oleh karen#iyeSahal merasa tidak
puas jika dalam perumusan hukum hanya mendasarkda bperfikir tekstual
dengan menolak realitas yang tidak sesuai dengansan kitab kuning. Dengan

kata lain, berfikiran tekstualis sama halnya denigarfikir sesuai rumusan kitab

%0 Ada juga kaidah fikih yang menyatakar)-hukmu yaurru ma’a ‘illatihi wujizdan wa
adaman” (hukum itu berubah sesuai dengan ada dan tidakmgta dat) dan tagayyur al-g&tkam
bi tagayyur al-azminah wa al-amkinah wa diveal” (perubahan hukum seiring dengan perubahan
zaman, tempat dan kondisi). Baca tulisan Zaenalnuet, Reaktualisasi Syariah Islandalam
jurnal el-Harakah vol. 63 No 3 September-Desembé62Baca juga Teungku Muhammad Hasby
ash Shiddieqytalsafah Hukum Islanemarang: PT Pustaka Rizki, 2001, him. 29

3 KH Sahal Mahfudh,Op,Cit, him. 40. Madzhab Syafi'i juga dikenal menggunakan
kaidah fikih, dar'ul mafasid mugaddam ‘ala jalbi al-mashalifmencegah kerusakan harus
diupayakan terlebih dahulu sebelum upaya mendapatkanfaat atau maslahah), daf
mashlahah al-muhaggagah mugaddamun ‘ala al-masHiadlamutawahamaimaslahah yang
telah jelas harus lebih dahulu didapatkan sebelashtahah yang berlum jelas).
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kuning yang tidak bisa memberikan banyak hal untukusan hukum yang ideal.
Tidak cuma kritik, KH Sahal menyarankan agar dakatentuan bahtsul masail
NU lebih serius untuk meningkatkan kapasitas sundaga agar bisa mencapai
tingkat ijtihad, meski bersifat mujtahid mugoyyaghng bekerja tidak hanya
mencocokkan kasus yang tengah terjadi dengan nsideztentu saja.

Ihwal kritiknya, secara umum penulis sependapatgaenKH Sahal
Mahfudh agar para ulama NU lebih bisa mencapakétan mujtahidnugoyyad
dantidak terbatas mengambil dasar dari salah satu imaeizhab saja. Namun,
mengenai ketidakpuasan secara ilmiah tidak sepgautepat. Forum bahtsul
masail penuh dengan berbagai referensi yang bipartdhggungjawabkan.
Peserta bahtsul masail dalam mengambil suatu ibaesti didasarkan pada
pendapat ulama dalam suatu kitab, dan peserta tidatgarang akan hal itu.
Semua pendapat yang berdasarkan kitab didiskusikgra pendapatnya paling
kuat dan bisa diterima. Pendapat yang sudah kuatidien didiskusikan lagi oleh
tim perumus dan tim mushohih kemudian dikembalikagi ke peserta untuk
kembali didiskusikan. Kebeneran ilmiah secara sah terlihat dalam bahtsul
masail dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun, b#gnha yang memiliki
pengetahuan ibarat yang lebih ia yang akan memé&aangendapat yang kuat
dibanding dengan ulama yang lain.

Kritik yang sama juga terlontar dari KH Mustofa Bisatau Gus Mus atas
kritik metodologi yang dilakukan oleh Lembaga Bahtdasail NU. Kritik
didasarkan pada tahapan-tahapan yang dilalui dagtsul masail terlalu sedikit

terhadap prosedur hukum yang diambil. Menurutrglaapan dalam pengambilan



100

keputusan harus didasarkan pada tiga hal, yakand&kategori tingkatan jama’
dilakukan dengan mengkompromikan pendapat-pendapang sepintas
berlawanan, kemudian mentarjih beberapa pendapef parbeda tersebut, dan
jika masih terdapat ketidaksepakatan maka dibetmulkhusus ihauquy. Ketiga
rumusan prosedur ini harus dilakukan, agar hasilusan bahtul masail dekat
dengan harapan masyarakat. Gus Mus berkilah jiksyanakat dalam kondisi
modern ini tidak hanya membutuhkan jawaban bolah @tlak boleh, tetapi juga
membutuhkan ketegasasasoningdalam duduk perkara yang sebenarnya. Untuk
itulah, format hasil rumusan harus juga disertasah-alasan rasional, doktrin dan
petunjuk praktis agar sejalan dengan konteks malsaasekaranﬁz.

Bagi peneliti, prosedur pengambilan hukum dengarodeeilhag bisa
dijadikan dasar yang kuat. Bagaimanapun judfzaq merupakan salah satu
prosedur hukum ketiga yang diakui dasar kekuatarmara prosedurnya diakui
dalam sistem bahtsul masail. Metotleag dengan menyamakan hukum pada
hirabah menjadi keputusan yang tepat karena cara pengamdbila metode
hukum yang lain tidak berjalan. Para ulama jugaiiemenggunakan metode
manhaji dalam kasus ini, karena dinilai sudah merkam jawaban dari persoalan
hukum yang digali.

Peneliti juga sependapat dengan metode yang digunaklalam
pengambilan keputusan hukum mati bagi koruptor,erar terlebih dulu
diambilkan dasar yang bisa dipertanggungjawabkaaradlmiah. Dunia modern

dengan dunia ilmiah disandingkan dengan metodetpasahtsul masail berjuang

32 Mengenai pendapat Gus Mus lihat dalam Imam YaBimamika ljtihad NU Semarang:
Walisongo Press, 2008Im. 50
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mencarigaul/wajah dari berbagai literatur khazanah kitab dan mengajike
dalam forum tersebut, dan diulanginya beberapa Kali ini menyiratkan bahwa
kejujuran ilmiah terjalin dalam proses ini. Kenddémikian, para peserta yang
menguasaibarat yang lebih akan menguasai forum, karena hanyagpatgyang

paling kuat yang bisa diterima.

. Analisis Dampak Fatwa NU terhadap Pembaruan Hukum di Indonesia
Keluarnya fatwa Nahdlatul Ulama mengenai keboletmremghukum mati
bagi koruptor berekses pada banyak hal. Secara ufatwa merupakan jawaban
atas pelbagai masalah-masalah yang dipertanyakdwaHuga bisa dipahami
sebagai penjelasan atas permasalahan—permasalalhm?ﬁ atau nasehat
hukum?®* Fatwa juga dimaknai sebagai jawaban (keputusandgpat) yang
diberikan pemberi fatwa terhadap suatu permasafiHaengan demikian, fatwa
yang dikeluarkan NU merupakan jawaban atas pelbagmioalan yang muncul
dan dijawab oleh pemberi mufti, dalam hal ini diugkan oleh alim ulama’ NU.
Fatwa NU digodok dan dirumuskan oleh ‘alim ulamdadatiap forum
konferensi besar maupun alim ulama’. Fatwa jugaa bisuncul dalam tiap
penggalian hukum dalainahtsul masail Meski begitu, NU telah menghimpun
kesepakatan bersama bahwa sifat fatwa yang dikaloaoersifatamar ma’ruf

nahi munkar Pengambilan dasar amar ma’ruf merupakan pilittennatif terbaik

% Selengkapnya lihat dalam tulisan Rudlipologi Fatwa di Era Moderrdalam Jurnal
Studia Islamika, Vol 8 No.2 Desember 2011, him 270

3 Ahmad GunaryoPergumulan Politik dan Hukum Islan¥ogyakarta: Pustaka Pelajar,
2006, him. 386

% Epta Setiawarkamus Digital KBBI v1.1 Kamus besar bahasa Indamekikarta: Pusat
Bahada Departemen Pendidikan Nasional, 2010
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diantara berbagai alternatif yang ada. Dalam &fsebut, hak seseorang terutama

yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dijs#ikah tetap bisa

dihargai®®

Selain itu, hasil keputusabahtsul masa’ilbukan merupakan keputusan
akhir. Keputusan masih dimungkinkan adanya koreksi peninjauan ulang
ketika ulama menemukamash, gaulatau ibarat lain dari salah satu kitab dan
ternyata bertentangan keputusan yang diambil, hak# keputusan bisa ditinjau
kembali dalam forum yang sama. Hasil keputubahtsul masa’ilkemudian
disebarluaskan ke masyarakat, terutama warga N@lunglengajian-pengajian
rutin, dan forum-forum lainnya.

Warga NU tidak berkewajiban melaksanakan keputusamsul masajl
karena sifat fatwa tidak bisa mengikat dan memédki&aya aturan hukum sipil.
Karena tidak bisa mengikat, warga NU dibebaskankunienggunakan ataupun
mengabaikannya. Namun, bagi mereka yang merasaamaian menurut pada
ulama NU sering menggunakan dasar keputbsfitsul masaisebagai rujukan.

Ada beberapa catatan dalam pengambikmsul masaihukum yang perlu
dicermati.

1. Bahtsul masail NU bekerja dengan mengambil hukumgymanshush
maupun mukharraj dari kitab-kitab fikih madzhab, bukan langsungidar
sumber al-Quran dan Sunnah. Ini sesuai dengarp syeag dipilih, yakni
bermadzhab, yang berarti bertaklid dan tidak blesig mutlak, ijtihad

madzhab maupun ijtihad fatwa.

3 zamakhsyari Dhofier;Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidumikgan
Visinya Mengenai Masa Depan IndoneSamarang: Sultan Trenggono Press, 2011, him. 225
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2. Metodologi usul fikih dan kaidah-kaidah usulnya afal bahtsul masail
digunakan sebagai penguat atas keputusan yang itiaagalagi bila
diperlukantanzhirdan untuk mengembangkan wawasan fikih.

3. ljtihad, taklid dantalfig dipahami oleh NU sesuai dengan ketentuan dan
pengentian para ulama Syafi’iyah.

4. Referensi utama para ulama NU sebagian besar akitdhkkitab Syafi'iyah.

5. Keputusarbahtsul masaiSyuriyah NU tidak mengikat secara organisasi bagi
warganya’

Tiadanya kewajiban menunaikan fatwa NU dengan semdi sifat fatwa
sebagai nasehat hukum. Fatwa menjawab berbagavatemns namun sifatnya
hanya sebagai anjuran untuk dilaksanakan. Halerarti NU tidak membeni pada
umatnya untuk mewajibkan apa yang telah dihasilkedam konteks bernegara,
fatwa yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama memp@iipgranan yang strategis.
Hasil-hasil permasalahan kontemporer yang dikalardasebuah forum ilmiah
menghasilkan satu keputusan yang fenomenal.

Keputusan untuk kebolehan menghukum mati korupterupakan fatwa
yang progresif. Hadirnya keputusan NU tersebutlairsebagai salah satu cara
yang efektif untuk mengikis praktik pragmatisme wysaakat maupun dalam
dunia perpolitikan di Indonesia. Dengan kata ldadirnya fatwa NU berdaya
guna untuk alternatif dan penyelesaian praktik tigoluang® Sekali lagi,

hukuman mati merupakan hukuman tertinggi dalamttiagak pidana. la menjadi

37 KH Sahal MahfudhQp,Cit, him. 35-36

% Selengkapnya lihat pendapat salah satu ketua PBMNU,mam Aziz dalam
http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-jd4-id,41462-lang,id-c,nasional-
t,Fatwa+Hukum+Mati+Koruptor+Kikis+Praktik+Pragmatis-.phpx disalin pada tanggal 24 April
2013
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hukuman terakhir sekaligysenalty atas kejahatan-kejahatan berat. Jika korupsi
merupakan kejahatan berat, atau kejahatan luaa,lsasmentara di sisi lain sanksi
terhadap koruptor tidak efektif, hukuman mati mdnjesulan yang rasional.

Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia, séesipa hukuman
mati masih dipergunakan di Indonesia untuk kaswgsikatertentu, narkotika,
pembunuhan, maker, dan lain-lain. Hukuman bagi orudalam tata aturan
hukum di Indonesia sebenarnya sangat dimungkink@éturhan mati. Sanski
hukuman mati diatur dalam salah satu pasal dalanNOW31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, Pdagadielum pernah
menghukum terdakwa dengan pidana mati, di manarhakutersebut menjadi
sanksi hukum tertinggi.

Dalam perbincangan penulis dengan salah satu perfagaum di Kota
Semarang, terlontar sedikit uraian bahwa aparatirnuitalam proses penuntutan
di Pengadilan terkadang merasa bersalah ketika mugnonati seseorang. Meski
pelaku telah berbuat kerusakan berat pada masyataldakan untuk menuntut
mati dipertimbangkan dengan bijak. Meski begitugka alasan yang lebih besar,
kejaksaan akhirnya mau menuntut mati karena damypaly ditimbulkan jauh
lebih besar dan berakses buruk pada masyatakétjaksaan mencontohkan
penerapan tuntutan mati dalam kasus narkoba, dampelaku membawa narkoba
dalam jumlah yang banyak atau beberapa kilogranjaksean berfikir karena

dampak yang ditimbulkan lebih besar, misalnya jKarkoba yang dibawa

% Wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Umum Kejakddegeri Semarang,
Mustagfirin, Jum’at, 3 Mei 2013
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tersebar di Kota Semarang akan mempunyai ekse& benhiadap sebagian besar
masyarakat Kota Semarang.

Dalam hal tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsium pernah
dijumpai. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan MNeggemarang
mengungkapkan dalam pengungkapan kasus korupsih bkatelitian dan
kecermatan, karena menganggap persoalan korupagaebuatu kasus yang
rumit untuk ditangani. Dalam hal penetapan namaategka baru, kejakasaan
harus memastikan ada berapa jumlah kerugian ned@mmudian meminta
bantuan kepada auditor di Badan Pengawas KeuargaPembangunan untuk
melaksanakan audit investigatif. Barulah setelahla@tugian negara secara jelas,
kejaksaan berani menetapkan tersangka Baru.

Sementara dalam penuntutan, kejaksaan maupun Kdteisibarantasan
Korupsi tidak berani untuk menuntut mati terdakwasus korupsi. Penuntut
umum dari kejaksaan maupun KPK paling maksimal mirudengan pidana
penjara belasan tahun, seperti tuntutan terhadamfal hocSemarang non aktif,
Kartini Juliana Mandalena Marpaung yang dituntut fksa KPK dengan pidana
penjara 15 tahun dan denda Rp 750 juta. Tuntutksajdidak sampai pada
ketentuan pidana mati. Pun dengan majelis hakimandaberbagai amar
putusannya. Dalam kasus hakim yang jual beli parkiputus bersalah dengan
menghukum 2/3 dari tuntutan jaksa yakni, 8 tahun danda Rp 500 jufg.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ataupun pengaditary berada di atasnya,

%0 Wawancara kepada Kepala Seksi Pidana Khusus Kejak®legeri Semarang, ER
Chandra di kantornya, akhir April 2013

L Lihat risalah putusan sidang Pengadilan TindakafidKorupsi Semarang terhadap
Kartini Julinana Mandalena Marpaung tertanggal p&il/&2013
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yakni Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ditegaskelum pernah
menghukum mati untuk koruptor. Rata-rata, koruptang dijatuhi hukuman
hanya beberapa tahun, dan sedikit yang mencapasaeltahun. Hal ini berarti
hukuman mati bagi koruptor belum pernah dilakukiaimdonesia.

Kebolehan hukum mati bagi sebagaimana disarankarafjdknya hanya
sebagai dorongan moral bagi aparat penegak hukuar &hih berani
memberikan sanksi lebih berat. Hukuman mati yangnbedan tidak pernah
diberlakukan untuk kasus korupsi menyiratkan akaasim belum dibutuhkan
sanski hukum terberat tersebut meski telah meragk@uangan negara dan
berdampak buruk pada masyarakat. Meski begitu, nd@m NU yang berhasil
menggali dasar hukumnya bisa lebih mendorong apakatm untuk lebih berani
menindak tegas. NU sendiri sepenuhnya sadar jikkssdukuman mati dalam
koridor hukum Indonesia tidak bisa langsung untukedakukan karena
Indonesia bukan negara yang didasarkan atas satahosmas tertentu. Hasil
rumusan NU hanya bisa dijadikan bahan pijakan peaér, serta bagi ulama Nu
sebagai bentuk kepuasan telah menyumbangkan jawafzesn permasalahan-
permasalahan di masa modern.

Di sisi lain, para penentang hukuman mati berpedoirehwa hukuman
tersebut melanggar hak asasi manusia, yakni hawkuhidup sebagaimana
dilindungi dalam UUD 1945. Hukuman mati dinilai sghi bentuk atau jenis
pemidanaan yang paling kejam dan tidak manusiawak Hintuk hidup secara
fundamental adalah hak yang tidak boleh dilanggdjiurangi, atau dibatasi dalam

keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurangetermasuk bila seseorang
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menjadi narapidana. Para penentang hukuman matasskan karena Indonesia
ikut menandatangani Deklarasi Universal HAM dan skien SBY telah
meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Pdlitikeduanya secara jelas
menyatakan hak atas hidup merupakan hak setiapsiaagialam keadaan apapun
adalah kewajiban negara untuk menjamintfya.

Namun, hukuman menjadi boleh karena adanya atlmatum yang
berlaku. Lebih lanjut, penerapan sanksi pidana nbat)i seseorang lebih
merupakan pelanggaran seseorang terhadap HAM bdndsaesia, di mana
memberikan dampak buruk terhadap kehancuran genemasda di masa
mendatang. Dengan demikian, secara filosofis, hakummati bertujuan untuk
kepentingan prevensi umum agar masyarakat tidalakukhn tindak pidana
tersebuf® Dalam konsep hubungan manusia dengan negaragebakian warga
telah diserahkan kepada Negara untuk diatur, j&djara selain mempunyai
kewajiban melindungi hak warganya juga mempunya hatuk menghukum
warganya jika berlaku salah.

Penolakan hukuman mati karena melanggar hak asasusia dan hak
untuk hidup di Indonesia tidak disetujui oleh Malmah konstitusi (MK).
Lembaga negara yang mengawal garis konstitusi meskam jika penerapan
hukuman mati di Indonesia berbeda dari negara-aezan karena Indonesia
tidak menganut asas kemultakan hak asasi manugidHDengan kata lain,

Mahkamah Konstitusi menilai hukuman mati tidak eéetangan dengan hak

2 Selengkapnya baca laporan Komisi Untuk Orang Milatan Tindak Kekerasan
(kontras), Praktek Hukuman mati di Indonesidalam www.kontras.org/hmati/data/Working
Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf diunduh padanb@pril 2013

3 Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi dto@x3 PUU-V/2007 tentang
Judicial Review Hukuman Mati, him 157
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untuk hidup sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1%®8usan MK yang tidak
berlaku surut bisa menjadi salah satu penegasanidtein pelaksanaan hukuman
mati di Indonesia.

Sementara itu, ketika pengambilan keputusan alamal NU tentu sangat
berhati-hati dan mempertimbangkan segala aspekaspeg berhubungan
dengan pengeluaran keputusan tersebut. Para alamaulmengkaji dan
merumuskan suatu masalah dan menjawab masalalbuerdengan jawaban
sesuai konteks zaman. Maka dari itu, pada sesitpean pengurus besar
nahdlatul ulama (PBNU) berupaya mendatangkan pelavakiari pemerintah
untuk menerima masukan dari para alim ulama, nmjaskial munas dan konbes
sempat diundur. Presiden Susilo Bambang Yudhoyasdir hdidampingi 1bu
negara, para menteri dan pejabat pemerintah laideggan berbangga menerima
hasil kajian yang dirumuskan alim ulama NU. Penaam pemerintah semakin
menegaskan bahwa fatwa NU menjadi bahan masuk#a derongan kepada
pemerintah untuk membenahi kehidupan masyarakdtedvagai lini. Sanski
hukuman mati bagi koruptor bisa dijadikan dukungaoral bagi aparat penegak
hukum di Indonesia untuk berani menerapkan padalrhan mati di persidangan.

Selain berdampak pada proses penegakan hukum, ifategbagai pertanda
bahwa NU masih sebagai organisasi keagamaan kerakaten yang peduli
terhadap berbagai persoalan bangsa. NU mempunygguag jawab terhadap
negara, di mana lewat korupsi menjadi masalah gangat membahayakan bagi
kehidupan berbangsa. Melalui fatwa yang berdasda gamber-sumber agama,

NU bergerak cepat dalam merespon masalah-masatgmnyancul di era modern.
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Meskipun demikian, dalam sejarah pemidanaan pataksahukuman mati
tidak sepenuhnya bisa mengurangi suatu tindak pidaebagian besar negara di
Asean masih memberlakukan pidana mati, dan dikhewaat jika pidana mati
dihapuskan akan menambah tindak pidana semakireinédng. Secara logika,
adanya hukuman mati masih tidak membuat seorangadigera. Pelaksanaan
hukuman mati mestinya tidak dilihat dari kerasnykuman, melakinkan daya
efektif dan tepat tidaknya penegakan hukum yarakdkan**

Sekali lagi, NU hendak mengingatkan pemerintah lalkarupsi adalah
subversi dan bahaya laten yang harus diberdhtasionesia akan bubar jika
persoalan korupsi tidak diperhatikan. Peringatasaskeéari NU sungguh-sungguh
patut diperhatikan. Untuk itu, kiranya tepat jikee§tden mengapresiasi langkah
ulama NU untuk turut serta memberantas korupsiwd&ahati ini juga menjadi
pegangan bagi NU yang tidak bisa ditawar lagi. oalipsi, masyarakat agaknya
membutuhkan hukuman yang tegas sekaligus bisa nmgemngg masyarakat dari
kebobrokan moral.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, peneliti daguhkit menyimpulkan
bahwa dampak fatwa NU terhadap penegakan hukuntifpgeibagai dukungan
moral dan doktrinal agar berani menghukum yanghldigrat bagi koruptor.
Dampak fatwa juga sebagai bentuk kepedulian NUndakngka menuntaskan
persoalan-persoalan hukum modern. Peneliti memarkisimadiran fatwa penting
sebagai bentuk pengingat bagi pemerintah Indoneggéa serius menuntaskan

persoalan-persoalan bangsa. Bahwa persoalan-panss@dial butuh penanganan

* Ibid.,
5 Simak http://politik.kompasiana.com/2012/09/18/meapenting-fatwa-nu-boikot-pajak-
dan-hukuman-mati-bagi-koruptor-493803.html diungada tanggal 24 April 2013
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yang serius, apalagi menimbulkan dampak seriusatkirupsi. Fatwa NU boleh
jadi bisa banyak mengikis tindak korupsi, karenaargd dorongan moral,
doktrinal serta sanksi yang tegas. Jika ada hukuyzarg tegas belum bisa

terkurangi, perlu lagi upaya solutif lain menuntasknasalah ini.



